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BAB IV  

PENUTUP 

 

4.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan dari berbagai literatur, 

maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

4.1.1 Perlindungan hukum terhadap kreditur dalam penyelenggaraan 

perusahaan teknologi keuangan atau financial technology 

sebagiamana harus telah memenuhi prinsip dasar perlindungan para 

pengguna yang telah diatur dalam Pasal 29 Peraturan Otoritas Jasa 

Keuangan, POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam 

Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Selain itu juga 

terdapat perlindungan terhadap kreditur dalam Surat Edaran Otoritas 

Jasa Keuangan, SEOJK Nomor 18/SEOJK.02/2017 tentang Tata 

Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi Pada Layanan 

Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Hal ini 

dengan adanya SEOJK ini merupakan upaya regulasi atas 

penyelenggaraan perusahaan teknologi keuangan atau financial 

technology dalam pencegahan adanya resiko kredit macet yang 

sebagaimana haru memuat adanya identifikasi, penilaian, dan 

mitigasi risiko. 

4.1.2 Upaya dalam perlindungan terhadap kreditur dapat dilalui melalui 

jalur Litigasi, Non Litigasi, dan Pengadilan Niaga/Kepailitan. Hal ini 

merupakan opsi upaya dalam mengatasi adanya resiko kredit macet 

dalam penyelenggaraan perusahaan teknologi keuangan atau 

financial technology. Sebagaimana upaya perlindungan kreditur ini 

merupakan jalan terakhir atas upayanya perdamaian bersama. 

Apabila tidak menemukan kesepakatan bersama dalam perdamaian 

antara para pihak. 

4.2 Saran  

 Berdasarkan kesimpulan diatas, maka sebagai masukan atas permasalahan 

didalam penelitian ini dapat dilakukan sebagai berikut: 

4.2.1 Terkait dengan adanya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, POJK 

Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang 

Berbasis Teknologi Informasi. Otoritas Jasa Keuangan haru 
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meregulasi Undang – Undang tersebut terkait dalam hal objek 

jaminan sebagaimana tidak adanya kejelasan atas adanya objek 

jaminan dalam penyelenggaraan perusahaan teknologi keuangan atau 

financial technology. Hal ini untuk mencegah atau meminimalisir 

atas adanya resiko kredit yang dialami oleh pihak debitur. 

4.2.2 Otoritas Jasa Keuangan harus terus memperhatikan atau mengawasi 

perusahaan teknologi keuangan atau financial technology atas adanya 

resiko yang dialami oleh pihak debitur dalam proses penyelesaian 

perkara atas terjadinya resiko kredit macet. Hal ini agar tidak adanya 

kerugian yang akan dialami oleh pihak kreditur. 
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